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KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
segala rahmat-Nya sehingga Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR Rl sebagai salah
satu unsur pendukung DPR Rl dapat menyelesaikan Buku Kompilasi
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor).

Badan Keahlian DPR Rl merupakan sistem pendukung (supporting system) dalam
pelaksanaan fungsi DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dukungan
keahlian diberikan oleh Badan Keahlian meliputi pelaksanaan tiga fungsi DPR RI, yakni
fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dukungan tersebut
dilaksanakan oleh 5 (lima) Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR Rl Nomor 1
Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR Rl
khususnya dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang dan pemantauan dan
peninjauan undang-undang, Badan Keahlian melalui Pusat Pemantauan Pelaksanan
Undang-Undang telah menyusun kompilasi UU Pemberantasan Tipikor beserta undang-
undang perubahan, peraturan pelaksana dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Akhir kata, semoga dengan penerbitan buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang
berkepentingan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Keahlian Sekretariat Jenderal
DPR RI.

Jakarta, September 2024
Kepala Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR R,

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 196507101990031007
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KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat
Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 vyaitu fungsi legislasi,
fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi
rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam
melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan
yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan dan
peninjauan terhadap undang-undang.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian,
Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam
menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir
Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal/penjelasan pasal
dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan
pelaksana-peraturan pelaksana yang diamanatkan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor) dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa
tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan
keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial
dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu
digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar
biasa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Pemberantasan Tipikor yang terdiri
dari daftar peraturan pelaksana, batang tubuh, penjelasan undang- undang, pasal-
pasal yang diubah, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal UU
Pemberantasan Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk
pembahasan dalam Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada
khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada
umumnya.

Jakarta, September 2024
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Kndang,

/5 -
Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
NIP. 19711111996031001
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DAFTAR PERATURAN PELAKSANA

UU NOMOR 31 TAHUN 1999

dan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan
1. Pasal 41 ayat (5) PP No.71 Tahun 2000 tentang Tata | Dicabut dengan PP
Cara Pelaksanaan Peran Serta | No. 43 Tahun 2018
Masyarakat Dan Pemberian | tentang Tata Cara
Penghargaan Dalam Pencegahan | Pelaksanaan Peran
dan Pemberantasan Tindak Pidana | Serta Masyarakat dan
Korupsi. Pemberian
Penghargaan  dalam
Pencegahan dan
Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
2. Pasal 42 ayat (2) | PP No.71 Tahun 2000 tentang Tata | Dicabut dengan PP
Cara Pelaksanaan Peran Serta | No. 43 Tahun 2018
Masyarakat Dan Pemberian | tentang Tata Cara
Penghargaan Dalam Pencegahan | Pelaksanaan Peran

Serta Masyarakat dan
Pemberian

Penghargaan  dalam
Pencegahan dan
Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

mewujudkan
masyarakat adil dan

secara luas, sehingga
tindak pidana korupsi

Menimbang;:
UU 31/1999 UU 20/2001 UU 30/2002

a. bahwa tindak pidana bahwa tindak bahwa dalam
korupsi sangat pidana korupsi yang rangka mewujudkan
merugikan keuangan selama ini terjadi secara masyarakat yang adil,
negara atau meluas, tidak hanya makmur, dan sejahtera
perekonomian negara merugikan  keuangan berdasarkan Pancasila
dan menghambat negara, tetapi juga telah dan Undang-Undang
pembangunan merupakan Dasar Negara Republik
nasional, sehingga pelanggaran terhadap Indonesia Tahun 1945,
harus diberantas hak-hak  sosial dan pemberantasan tindak
dalam rangka ekonomi  masyarakat pidana korupsi yang

terjadi sampai sekarang
belum dapat

makmur  berdasarkan perlu digolongkan dilaksanakan secara
Pancasila dan Undang- sebagai kejahatan yang optimal. Oleh karena itu
Undang Dasar 1945; pemberantasannya pemberantasan tindak
. bahwa akibat tindak harus dilakukan secara pidana korupsi perlu
pidana korupsi yang luar biasa; ditingkatkan secara
terjadi selama ini selain bahwa untuk profesional, intensif,
merugikan keuangan lebih menjamin dan berkesinambungan
negara atau kepastian hukum, karena korupsi telah
perekonomian negara, menghindari keragaman merugikan = keuangan
juga menghambat penafsiran hukum dan negara, perekonomian
pertumbuhan dan memberikan negara, dan
kelangsungan perlindungan terhadap menghambat
pembangunan hak-hak  sosial dan pembangunan nasional;
nasional yang ekonomi  masyarakat, bahwa
menuntut efisiensi serta perlakuan secara lembaga  pemerintah
tinggi, adil dalam yang menangani
bahwa Undang- memberantas  tindak perkara tindak pidana
undang  Nomor 3 pidana korupsi, perlu korupsi belum berfungsi
Tahun 1971 tentang diadakan perubahan secara  efektif dan
Pemberantasan Tindak atas  Undang-undang efisien dalam
Pidana Korupsi sudah Nomor 31 Tahun 1999 memberantas tindak
tidak  sesuai  lagi tentang Pemberantasan pidana korupsi;
dengan Tindak Pidana Korupsi; bahwa sesuai
perkembangan bahwa dengan ketentuan Pasal
kebutuhan hukum berdasarkan 43 Undang-Undang
dalam masyarakat, pertimbangan Nomor 31 Tahun 1999
karena itu perlu diganti sebagaimana dimaksud tentang Pemberantasan
dengan Undang- dalam huruf a dan huruf Tindak Pidana Korupsi
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UU 31/1999

UU 20/2001

UU 30/2002

undang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang

baru sehingga
diharapkan lebih
efektif dalam
mencegah dan
memberantas  tindak
pidana korupsi;

d. bahwa  berdasarkan

pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf
a, b, dan c perlu

dibentuk Undang-
undang yang baru
tentang

Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

b, perlu membentuk
Undang-undang

tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

sebagaimana telah
diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang
Perubahan atas

Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, perlu
dibentuk Komisi
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang
independen dengan
tugas dan wewenang
melakukan
pemberantasan tindak
pidana korupsi;

bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b,
dan  huruf ¢ perlu
membentuk  Undang-
Undang tentang Komisi
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

Mengingat:

UU 31/1999

UU 20/2001

UU 30/2002

1. Pasal 5 ayat (1) dan
Pasal 20 ayat (1)
Undang-Undang Dasar

Negara Republik
Indonesia Tahun 194s5;
2. Ketetapan Maijelis
Permusyawaratan
Rakyat Republik
Indonesia Nomor
XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas

Pasal 5 ayat (1)
dan Pasal 20 ayat (2)
dan ayat (4) Undang-
Undang Dasar 1945;

Undang-
undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum

Acara Pidana
(Lembaran Negara
Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran

Pasal 5 ayat (1)
dan Pasal 20 Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-
Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum

Acara Pidana
(Lembaran Negara
Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76,

Korupsi, Kolusi, dan Negara Nomor 3209); Tambahan  Lembaran
Nepotisme; Undang- Negara Republik
undang  Nomor 28 Indonesia Nomor 3209);
Tahun 1999 tentang Undang-
Penyelenggara Negara Undang Nomor 28
yang Bebas dari Tahun 1999 tentang
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG | 2
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UU 31/1999

UU 20/2001

UU 30/2002

Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara
Nomor 3851);

Undang-
undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
(Lembaran Negara
Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3874);

Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-

Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi
(Lembaran Negara
Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan = Lembaran

Negara Republik
Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah

diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang
Perubahan atas
Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi
(Lembaran Negara
Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
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1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi:
a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang
Kepegawaian;
b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana;
c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuang negara atau daerah;
d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan
dari keuangan negara atau daerah; atau
e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan
modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

BAB Il
TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).’

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 32

Setiap orangyang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau
denda paling sedikit' Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).3

Pasal 4
Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak
menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan Pasal 3.

Pasal 54

1 Putusan MK No. 25/PUU-XV/2016 menyatakan Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan Pasal 622 huruf | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU
1/2023), Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2 Berdasarkan Pasal 622 huruf | UU 1/2023, Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3 Putusan MK No. 25/PUU-XV/[2016 menyatakan Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4 Berdasarkan Pasal 622 huruf | UU 1/2023, Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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UU 31/1999 UU 20/2001

Setiap orang yang melakukan tindak | (1) Dipidana  dengan  pidana
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal penjara paling singkat 1 (satu)
209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tahun dan paling lama 5 (lima)
dipidana dengan pidana penjara paling tahun dan atau pidana denda
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 paling sedikit Rp 50.000.000,00
(lima) tahun dan atau denda paling sedikit (lima puluh juta rupiah) dan paling
Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) banyak Rp 250.000.000,00 (dua
dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap
ratus lima puluh juta rupiah). orang yang:

a. memberi atau menjanjikan
sesuatu kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara
dengan maksud supaya
pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut
berbuat atau tidak berbuat
sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan
kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada
pegawai negeri atau
penyelenggara negara karena
atau  berhubungan dengan
sesuatu yang bertentangan
dengan kewajiban, ‘dilakukan
atau tidak dilakukan dalam
jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang
menerima pemberian atau janji
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf a-atau huruf b, dipidana
dengan  pidana yang sama
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1).

Pasal 6
UU 31/1999 UU 20/2001

Setiap orang yang melakukan tindak | (1) Dipidana  dengan  pidana
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal penjara paling singkat 3 (tiga) tahun
210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan paling lama 15 (lima belas) tahun
dipidana dengan pidana penjara paling dan pidana denda paling sedikit Rp
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 150.000.000,00 (seratus lima puluh
(lima belas) tahun dan denda paling sedikit juta rupiah) dan paling banyak Rp
Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 750.000.000,00 (tujuh ratus lima
rupiah) dan  paling banyak  Rp. puluh juta rupiah) setiap orang yang:
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh a. memberi atau menjanjikan
juta rupiah). sesuatu kepada hakim dengan
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG |5
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UU 31/1999 UU 20/2001
maksud untuk mempengaruhi
putusan perkara yang diserahkan
kepadanya untuk diadili; atau

b. memberi atau menjanjikan
sesuatu kepada seseorang yang
menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan ditentukan
menjadi advokat untuk
menghadiri sidang pengadilan
dengan maksud untuk
mempengaruhi  nasihat  atau
pendapat yang akan diberikan
berhubung dengan perkara yang
diserahkan kepada pengadilan
untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima
pemberian atau janji sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau
advokat yang menerima pemberian
atau janji sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b, dipidana
dengan pidana yang sama
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1).

Pasal 7
UU 31/1999 UU 20/2001
Setiap orang yang melakukan tindak | (1) Dipidana dengan  pidana
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal penjara paling singkat 2 (dua) tahun
387 atau Pasa, 388 Kitab Undang-undang dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana atau pidana denda paling sedikit Rp
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda dan paling banyak Rp 350.000.000,00
paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
juta  rupiah) dan  paling  banyak a. pemborong, ahli bangunan
350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta yang pada waktu membuat
rupiah). bangunan, atau penjual bahan
bangunan yang pada waktu
menyerahkan bahan bangunan,
melakukan perbuatan curang
yang dapat membahayakan
keamanan orang atau barang,
atau keselamatan negara dalam
keadaan perang;

b. setiap orang yang bertugas
mengawasi pembangunan atau
penyerahan bahan bangunan,
sengaja membiarkan perbuatan
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curang sebagaimana dimaksud
dalam huruf a;
c. setiap orang yang pada waktu

menyerahkan barang keperluan
Tentara Nasional Indonesia dan
atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia melakukan perbuatan
curang yang dapat
membahayakan keselamatan
negara dalam keadaan perang;
atau

d. setiap orang yang bertugas
mengawasi penyerahan barang
keperluan  Tentara  Nasional
Indonesia dan atau Kepolisian
Negara Republik  Indonesia
dengan  sengaja membiarkan
perbuatan curang sebagaimana
dimaksud dalam huruf c.

Bagi orang yang menerima
penyerahan bahan bangunan atau
orang yang menerima penyerahan
barang keperluan Tentara Nasional
Indonesia dan atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan membiarkan
perbuatan  curang  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau
huruf ¢, dipidana dengan pidana yang
sama sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1).

Pasal 8

UU 31/1999

UU 20/2001

Setiap orang yang melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
(lima belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15
(lima belas) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
juta rupiah), pegawai negeri atau orang
selain pegawai negeri yang ditugaskan
menjalankan suatu jabatan umum secara
terus menerus atau untuk sementara
waktu, dengan sengaja menggelapkan
uang atau surat berharga yang disimpan
karena jabatannya, atau membiarkan uang
atau surat berharga tersebut diambil atau
digelapkan oleh orang lain, atau
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membantu dalam melakukan perbuatan
tersebut
Pasal 9
UU 31/1999 UU 20/2001

Setiap orang yang melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling sedikit Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah).

Dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan  paling banyak Rp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) pegawai negeri atau orang selain
pegawai negeri yang diberi tugas
menjalankan suatu jabatan umum secara
terus menerus atau untuk sementara
waktu, dengan sengaja memalsu buku-
buku atau daftardaftar yang khusus untuk
pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

UU 31/1999

UU 20/2001

Setiap orang yang melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7
(tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan
paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus
lima puluh juta rupiah).

Dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7
(tujuh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan  paling banyak Rp
350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta
rupiah) pegawai negeri atau orang selain
pegawai negeri yang diberi tugas
menjalankan suatu jabatan umum secara
terus menerus atau untuk sementara
waktu, dengan sengaja:

a. menggelapkan,
menghancurkan, merusakkan, atau
membuat tidak dapat dipakai barang,
akta, surat, atau daftar yang digunakan
untuk meyakinkan atau membuktikan
di muka pejabat yang berwenang, yang
dikuasai karena jabatannya; atau

b. membiarkan orang  lain
menghilangkan, menghancurkan,
merusakkan, atau membuat tidak

dapat dipakai barang, akta, surat, atau
daftar tersebut; atau

C. membantu orang lain
menghilangkan, menghancurkan,
merusakkan, atau membuat tidak

dapat dipakai barang, akta, surat, atau
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daftar tersebut.
Pasal 115
UU 31/1999 UU 20/2001

Setiap orang yang melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling sedikit Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah).

Dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan atau pidana denda paling
sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) dan  paling banyak Rp
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah) pegawai negeri atau

penyelenggara negara yang menerima
hadiah atau janji padahal diketahui atau
patut diduga, bahwa hadiah atau janji
tersebut diberikan karena kekuasaan atau
kewenangan yang berhubungan dengan
jabatannya, atau yang menurut pikiran
orang yang memberikan hadiah atau janji

tersebut ada hubungan dengan
jabatannya.
Pasal 12
UU 31/1999 UU 20/2001

Setiap orang yang melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau
Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan denda paling
sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah) dan  paling  banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
a. pegawai negeri atau

penyelenggara negara yang menerima
hadiah atau janji, padahal diketahui
atau patut diduga bahwa hadiah atau

janji  tersebut  diberikan  untuk
menggerakkan agar melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam

jabatannya, yang bertentangan dengan
kewajibannya;

pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang menerima
hadiah, padahal diketahui atau patut
diduga bahwa hadiah tersebut
diberikan  sebagai  akibat  atau
disebabkan karena telah melakukan
atau tidak melakukan sesuatu dalam

jabatannya yang bertentangan dengan

5 Berdasarkan Pasal 622 huruf | UU 1/2023, Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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kewajibannya;

hakim yang menerima hadiah
atau janji, padahal diketahui atau patut
diduga bahwa hadiah atau janji
tersebut diberikan untuk
mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili;

seseorang yang menurut
ketentuan  peraturan  perundang-
undangan ditentukan menjadi advokat
untuk menghadiri sidang pengadilan,
menerima hadiah atau janji, padahal
diketahui atau patut diduga bahwa
hadiah atau janji tersebut untuk
mempengaruhi nasihat atau pendapat
yang akan diberikan, berhubung
dengan perkara yang diserahkan
kepada pengadilan untuk diadili;

pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang dengan
maksud menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan
hukum, atau dengan menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang
memberikan sesuatu, membayar, atau
menerima pembayaran dengan
potongan, atau untuk mengerjakan
sesuatu bagi dirinya sendiri;

pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang pada
waktu menjalankan tugas, meminta,
menerima, atau memotong
pembayaran kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara yang lain
atau kepada kas umum, seolah-olah
pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang lain atau kas umum
tersebut mempunyai utang kepadanya,
padahal diketahui bahwa hal tersebut
bukan merupakan utang;

pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang pada
waktu menjalankan tugas, meminta
atau menerima pekerjaan, atau
penyerahan barang, seolah-olah
merupakan utang kepada dirinya,
padahal diketahui bahwa hal tersebut
bukan merupakan utang;
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h. pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang pada
waktu menjalankan  tugas, telah
menggunakan tanah negara yang di
atasnya terdapat hak pakai, seolah-
olah  sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan, telah merugikan
orang  yang berhak, padahal
diketahuinya bahwa perbuatan
tersebut bertentangan dengan
peraturan perundangundangan; atau

i. pegawai negeri atau
penyelenggara negara baik langsung
maupun - tidak langsung dengan
sengaja turut serta dalam
pemborongan,  pengadaan,  atau
persewaan, yang pada saat dilakukan
perbuatan, untuk seluruh  atau
sebagian ditugaskan untuk mengurus
atau mengawasinya.

(3)

Pasal 12 A®
Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak
berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima
juta rupiah).

(4) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima

Q)

(2)

juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).

Pasal 12 B?

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap

pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan

dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian
bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima
gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian
bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda
paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

6 Pasal 12 A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 20 Tahun 2001.
7 Pasal 12 B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 20 Tahun 2001.
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Pasal 12 C3

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika
penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh
penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat
menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
diatur dalam Undangundang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 13°
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat
kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh
pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14
Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan
bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana
korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 15
Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14."

Pasal 16
Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan,
kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana
dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 17
Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai
dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam

8 Pasal 12 C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 20 Tahun 2001.

9 Berdasarkan Pasal 622 huruf | UU 1/2023, Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

10 Putusan MK No. 21/PUU-XIV/2016 menyatakan a. Frasa "pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai "Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat
melakukan tindak pidana" b. Frasa "tindak pidana korupsi" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "tindak pidana
korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14."
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Pasal 18.

Q)

(2)

(3)

Q)

(2)

(3)

(4)

(5)

Q)

(2)

Pasal 18

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

a.  perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau
barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari
tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak
pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan
barang-barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama
dengan harta benda yag diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c.  penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1
(satu) tahun;

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan
seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan
oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita

oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka

dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum
dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan
lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 19

Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan
terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikat baik akan
dirugikan.

Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga
barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat
mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu
paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang
terbuka untuk umum.

Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak
menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan
penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.

Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat
dimintakan kasasi ke Mahkaman Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Pasal 20
Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi,
maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau
pengurusnya.
Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut
dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan
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hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun
bersama-sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi
tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat
diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di
pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke
sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk
menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada
pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda,
dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

BAB IlI
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 21
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara
langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua
belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22
Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36
yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak
benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12
(dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 23
Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 24
Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp
150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah).

BAB IV
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25
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Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak
pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 26
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana
korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain
dalam Undang-undang ini.

Pasal 26 A"

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat

(2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk

tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau
disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan
atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana,
baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang
terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pasal 27
Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat
dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.'

Pasal 28
Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh
harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang
atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan
tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Pasal 29

(1)  Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang
pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan
kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

(2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.13

(3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja,
terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.

(4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk
memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari
korupsi.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh
bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank
pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

11 Pasal 26 A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 20 Tahun 2001.

12 Berdasarkan Pasal 71 UU No. 30 Tahun 2002, Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

13 Dilaksanakan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
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Pasal 30
Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos,
telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara
tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Pasal 31
(1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang
bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat
pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya
identitas pelapor.
(2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Pasal 32

(1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur
tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada
kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara
hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan
perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan
gugatan.

(2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk
menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33
Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara
nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas
perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan
kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34
Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang
pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka
penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada
Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan
gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 35

(1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu,
kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.

(2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat
diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh
terdakwa.

(3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (2), mereka dapat
memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Pasal 36
Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga
terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya
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diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya

harus menyimpan rahasia.

Pasal 37

UU 31/1999

UU 20/2001

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk
membuktikan bahwa ia tidak
melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam hal terdakwa dapat membuktikan

bahwa ia tidak melakukan tindak pidana

(1)

(2)

Terdakwa mempunyai hak
untuk membuktikan bahwa ia tidak
melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam hal terdakwa dapat
membuktikan bahwa ia tidak

korupsi, maka keterangan tersebut melakukan tindak pidana korupsi,
dipergunakan  sebagai hal  yang maka pembuktian tersebut
menguntungkan baginya. dipergunakan  oleh  pengadilan

Terdakwa wajib memberikan keterangan
tentang seluruh harta bendanya dan
harta benda istri atau suami, anak, dan
harta benda setiap orang atau korporasi
yang diduga mempunyai hubungan
dengan perkara yang bersangkutan.
Dalam hal terdakwa tidak dapat
membuktikan tentang kekayaan yang
tidak seimbang dengan penghasilannya
atau sumber penambah kekayaannya ,
maka  keterangan  tersebut dapat
digunakan untuk memperkuat alat bukti
yang sudah ada bahwa terdakwa telah
melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam keadaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4), penuntut umum tetap berkewajiban
untuk membuktikan dakwaannya.

sebagai dasar untuk menyatakan
bahwa dakwaan tidak terbukti.

Q)

(2)

(3)

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Pasal 37 A
Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta
benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang
diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak
seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka
keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat
alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak
pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12
Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk
membuktikan dakwaannya.

Pasal 38
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Q)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan
tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa
kehadirannya.

Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan,
maka terdakwa waijib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang
dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang
yang sekarang.

Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut
umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau
diberitahukan kepada kuasanya.

Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat
bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana
korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan
barang-barang yang telah disita.

Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat
dimohonkan upaya banding.

Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada
pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(5), dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 38 A4

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat
pemeriksaan di sidang pengadilan.

Q)

(2)

(3)
(4)

(5)

Pasal 38 B>
Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15,
dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini,
wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum
didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta
benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim
berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas
untuk negara.
Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan
oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.
Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan
berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan
pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan
memori kasasi.
Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian
yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

14 Pasal 38 A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 20 Tahun 2001.
15 Pasal 38 B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 20 Tahun 2001.
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(6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum
dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C'®
Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui
masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal
dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata
terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Pasal 39
Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan, dan
penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk
pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Pasal 40
Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan
Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.

BABV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41
(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam
bentuk:

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah
terjadi tindak pidana korupsi;

b. hak wuntuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan
memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

¢. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada
penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang
diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari;

e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan ¢;

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang
pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung
jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur

16 Pasal 38 C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 20 Tahun 2001.
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(5)

Q)

(2)

Q)
(2)

(3)
(4)

Q)

(2)

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma
agama dan norma sosial lainnya.

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

Pasal 42
Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah
berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak
pidana korupsi.
Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.18

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43
Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku,
dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang
melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur
Pemerintah dan unsur masyarakat.
Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja,
pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-
undang.19

BAB VI A*°
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43 A

Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus
berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana
penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal
5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,

17 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

18 Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

19 Dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
20 Bab VI A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU No. 20 Tahun 2001.
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dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana
korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan,
diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai
maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp
5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388,
Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan
Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jis. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-
undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1
Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia
dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab
Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan
Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun
1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 16 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 1999
MENTE RI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

MULADI
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LAMPIRAN

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UMUM
UU 31/1999 UU 20/2001
Pembangunan Nasional bertujuan | Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun
mewujudkan manusia Indonesia | 1999 tentang Pemberantasan Tindak
seutuhnya dan masyarakat Indonesia | Pidana  Korupsi  (Lembaran  Negara

seluruhnya yang adil, makmur,
sejahtera, dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. Untuk mewujudkan masyarakat
Indonesia yang adil, makmur, dan
sejahtera tersebut, perlu secara terus
menerus  ditingkatkan usaha-usaha
pencegahan dan  pemberantasan
tindak pidana pada umumnya serta
tindak pidana korupsi pada khususnya.
Di tengah upaya pembangunan
nasional di berbagai bidang, aspirasi
masyarakat =~ untuk = memberantas
korupsi dan bentuk penyimpangan
lainnya semakin maningkat, karena
dalam kenyataan adanya perbuatan
korupsi telah menimbulkan kerugian
negara yang sangat besar yang pada
gilirannya dapat berdampak pada
timbulnya krisis di berbagai bidang.
Untuk itu, upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi perlu semakin
ditingkatkan dan diintensifkan dengan
tetap menjunjung tinggi hak asasi
manusia dan kepentingan masyarakat.
Undang-undang ini dimaksudkan untuk
menggantikan Undang-undang Nomor
3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, yang
diharapkan mampu memenuhi dan
mengantisipasi perkembangan

kebutuhan hukum masyarakat dalam

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) diundangkan,
terdapat berbagai interpretasi atau
penafsiran yang berkembang di
masyarakat kKhususnya mengenai
penerapan  Undangundang  tersebut
terhadap tindak pidana korupsi yang
terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 diundangkan. Hal ini
disebabkan Pasal 44 Undang-undang
tersebut menyatakan bahwa ' Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-
undang  Nomor 31 Tahun 1999
diundangkan, sehingga timbul suatu
anggapan adanya kekosongan hukum
untuk memproses tindak pidana korupsi
yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999.

Di samping hal tersebut, mengingat
korupsi di Indonesia terjadi  secara
sistematik dan meluas sehingga tidak
hanya merugikan keuangan negara, tetapi
juga telah melanggar hak-hak sosial dan
ekonomi masyarakat secara luas, maka
pemberantasan korupsi perlu dilakukan
dengan cara luar biasa. Dengan demikian,
pemberantasan tindak pidana korupsi
harus dilakukan dengan cara yang khusus,
antara lain penerapan sistem pembuktian

rangka mencegah dan memberantas | terbalik yakni pembuktian yang

secara lebih efektif setiap bentuk | dibebankan kepada terdakwa.

tindak pidana korupsi yang sangat | Untuk mencapai kepastian  hukum,
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merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara pada khususnya
serta masyarakat pada umumnya.
Keuangan negara yang dimaksud
adalah seluruh kekayaan negara dalam
bentuk apapun, yang dipisahkan atau
yang tidak dipisahkan, termasuk di
dalamnya segala bagian kekayaan
negara dan segala hak dan kewajiban
yang timbul karena:

(a) berada dalam penguasaan,
pengurusan, dan
pertanggungjawaban pejabat

lembaga Negara, baik di tingkat
pusat maupun di daerah;

(b) berada dalam penguasaan,
pengurusan, dan
bertanggungjawaban Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah, yayasan, badan hukum,
dan perusahaan yang menyertakan

modal negara, atau perusahaan
yang menyertakan modal pihak
ketiga  berdasarkan  perjanjian

dengan Negara. Sedangkan yang
dimaksud dengan Perekonomian
Negara adalah kehidupan
perekonomian yang disusun
sebagai usaha bersama
berdasarkan asas kekeluargaan
ataupun usaha masyarakat secara
mandiri yang didasarkan pada
kebijakan Pemerintah, baik di
tingkat pusat maupun di daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
yang bertujuan memberikan
manfaat, kemakmuran, dan
kesejahteraan  kepada  seluruh
kehidupan rakyat.
Agar dapat menjangkau berbagai modus
operandi penyimpangan keuangan negara
atau perekonomian negara yang semakin
canggih dan rumit, maka tindak pidana
yang diatur dalam Undang-undang ini
dirumuskan sedemikian rupa sehingga
meliputi perbuatan-perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain

menghilangkan keragaman penafsiran,
dan perlakuan adil dalam memberantas
tindak pidana korupsi, perlu diadakan
perubahan atas Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan perluasan mengenai sumber
perolehan alat bukti yang sah yang berupa
petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai
"petunjuk" selain diperoleh dari
keterangan saksi, surat, dan keterangan
terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti
lain ~yang berupa informasi yang
diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan
secara elektronik dengan alat optik atau
yang serupa dengan itu tetapi tidak
terbatas pada data penghubung elektronik
(electronic  data interchange), surat
elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan
faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap
rekaman data atau informasi yang dapat
dilihat, dibaca dan atau didengar yang
dapat dikeluarkan dengan atau tanpa
bantuan suatu sarana, baik yang tertuang
di atas kertas, benda fisik apapun selain
kertas, maupun yang terekam secara
elektronik, yang berupa tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto, huruf,
tanda, angka, atau perforasi yang memiliki
makna.

Ketentuan mengenai "pembuktian
terbalik"  perlu  ditambahkan dalam
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat
"premium remidium" dan sekaligus
mengandung  sifat prevensi  khusus
terhadap pegawai negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau
terhadap penyelenggara negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak
pidana korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada
tindak pidana baru tentang gratifikasi dan
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atau suatu korporasi secara "melawan
hukum" dalam pengertian formil dan
materiil. Dengan perumusan tersebut,
pengertian melawan hukum dalam tindak
pidana korupsi dapat pula mencakup
perbuatan-perbuatan tercela yang
menurut perasaan keadilan masyarakat
harus dituntut dan dipidana. Dalam
Undang-undang ini, tindak pidana korupsi
dirumuskan secara tegas sebagai tindak
pidana formil. Hal ini sangat penting untuk
pembuktian. Dengan rumusan secara
formil yang dianut dalam Undang-undang
ini, meskipun hasil  korupsi telah
dikembalikan kepada negara, pelaku
tindak pidana korupsi tetap diajukan ke
pengadilan dan tetap dipidana.
Perkembangan baru yang diatur dalam
Undang-undang ini  adalah korporasi
sebagai subyek tindak pidana korupsi yang
dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur
dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun
1971. Dalam rangka mencapai tujuan yang
lebih  efektif untuk mencegah dan
memberantas tindak pidana korupsi,
Undang-undang ini memuat ketentuan
pidana yang berbeda dengan Undang-
undang sebelumnya, yaitu menentukan
ancaman pidana minimum khusus, pidana
denda yang lebih tinggi, dan ancaman
pidana mati yang merupakan pemberatan
pidana. Selain itu Undang-undang ini
memuat juga pidana penjara bagi pelaku
tindak pidana korupsi yang tidak dapat
membayar pidana tambahan berupa uang
pengganti kerugian negara. Undang-
undang ini juga memperluas pengertian
Pegawai Negeri, yang antara lain adalah
orang yang menerima gaji atau upah dari
korporasi yang mempergunakan modal
atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.
Yang dimaksud dengan fasilitas adalah
perlakuan istimewa yang diberikan dalam
berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman
yang tidak wajar, harga yang tidak wajar,
pemberian izin yang eksklusif, termasuk
keringanan bea masuk atau pajak yang
bertentangan dengan peraturan

terhadap tuntutan perampasan harta
benda terdakwa yang diduga berasal dari
salah satu tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal
12 Undang-undang ini.

Dalam Undang-undang ini diatur pula hak
negara untuk mengajukan  gugatan
perdata terhadap harta benda terpidana
yang disembunyikan atau tersembunyi dan
baru diketahui setelah putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta
benda  yang  disembunyikan  atau
tersembunyi tersebut diduga atau patut
diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
Gugatan perdata dilakukan terhadap
terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk
melakukan gugatan tersebut, negara
dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili

negara.
Selanjutnya dalam Undang-undang ini juga
diatur  ketentuan @ baru = mengenai

maksimum pidana penjara dan pidana
denda bagi tindak pidana korupsi yang
nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima
juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan
untuk menghilangkan rasa kekurangadilan
bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam
hal nilai yang dikorup relatif kecil.

Di samping itu, dalam Undang-undang ini
dicantumkan Ketentuan Peralihan.
Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini
pada dasarnya sesuai dengan asas umum
hukum pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-
undang Hukum Pidana.
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perundang-undangan yang berlaku. Hal
baru lainnya adalah dalam hal terjadi
tindak  pidana  korupsi yang sulit
pembuktiannya, maka tim gabungan yang
dikoordinasikan  oleh  Jaksa  Agung,
sedangkan proses penyidikan dan
penuntutan dilaksanakan sesuai dengan
peraturan  perundang-undangan yang
berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka
meningkatkan efisiensi waktu penanganan
tindak pidana korupsi dan sekaligus
perlindungan hak asasi manusia dari
tersangka  atau  terdakwa.  Untuk
memperlancar proses penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan tindak
pidana  korupsi, Undang-undang ini
mengatur kewenangan penyidik, penuntut
umum, atau hakim sesuai dengan tingkat
penanganan perkara untuk dapat langsung
meminta keterangan tentang keadaan
keuangan = tersangka atau terdakwa
kepada bank dengan mengajukan hal
tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia.
Di samping itu Undang-undang ini juga
menerapkan pembuktian terbalik yang
bersifat terbatas atau berimbang, yakni
terdakwa ~ mempunyai  hak  untuk
membuktikan bahwa ia tidak melakukan
tindak  pidana  korupsi dan  wajib
memberikan keterangan tentang seluruh
harta bendanya dan harta benda istri atau
suami, anak, dan harta benda setiap orang
atau korporasi yang diduga mempunyai
hubungan dengan perkara  yang
bersangkutan, dan penuntut umum tetap
berkewajiban membuktikan dakwaannya.
Undang-undang ini juga  memberi
kesempatan yang seluas-luasnya kepada
masyarakat  berperan  serta  untuk
membantu upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi, dan
terhadap anggota masyarakat yang
berperan serta tersebut diberikan
perlindungan hukum dan penghargaan.
Selain memberikan peran serta
masyarakat tersebut, Undang-Undang ini
juga  mengamanatkan  pembentukan
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
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Korupsi yang akan diatur dalam Undang-
undang tersendiri dalam jangka waktu
paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-
undang ini diundangkan. Keanggotaan
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan
unsur masyarakat. Berdasarkan
pertimbangan tersebut di atas, Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
perlu diganti dengan Undang-undang ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
UU 31/1999 UU 20/2001
Ayat (1) Pasal 2 ayat (2)
Yang dimaksud dengan "secara melawan | Yang  dimaksud  dengan  '"keadaan
hukum" dalam Pasal ini mencakup | tertentu" dalam ketentuan ini adalah

perbuatan melawan hukum dalam arti
formil maupun -dalam arti materiil, yakni
meskipun perbuatan tersebut tidak diatur
dalam peraturan . perudang-undangan,
namun apabila * perbuatan tersebut
dianggap tercela karena tidak sesuai
dengan rasa keadilan atau norma-norma
kehidupan sosial dalam masyarakat, maka
perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam
ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa
"merugikan keuangan atau perekonomian
negara" menunjukkan . bahwa " tindak
pidana korupsi merupakan delik formil,
yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup
dengan dipenuhinya unsur-unsur
perbuatan yang sudah dirumuskan bukan
dengan timbulnya akibat. Ayat (2) Yang
dimaksud dengan "keadaan tertentu"
dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai
pemberatan bagi pelaku tindak pidana
korupsi apabila tindak pidana tersebut
dilakukan pada waktu negara dalam
keadaan bahaya sesuai dengan undang-
undang yang berlaku, pada waktu terjadi
bencana alam nasional, sebagai
pengulangan tindak pidana korupsi, atau
pada waktu negara dalam keadaan krisis

keadaan yang dapat dijadikan alasan
pemberatan pidana bagi pelaku tindak
pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana
tersebut dilakukan terhadap dana-dana
yang diperuntukkan bagi penanggulangan
keadaan bahaya, bencana alam nasional,
penanggulangan akibat kerusuhan sosial
yang meluas, penanggulangan krisis
ekonomi dan moneter, dan pengulangan
tindak pidana korupsi.
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ekonomi dan moneter.?'

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan  ‘“keadaan
tertentu” dalam ketentuan ini

dimaksudkan sebagai pemberatan bagi
pelaku tindak pidana korupsi apabila
tindak pidana tersebut dilakukan pada
waktu negara dalam keadaan bahaya
sesuai dengan undang-undang yang
berlaku, pada waktu terjadi bencana alam
nasional, sebagai pengulangan tindak
pidana korupsi, atau pada waktu negara
dalam keadaan krisis  ekonomi dan
moneter.

Pasal 3

Kata "dapat" dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2.

Pasal 4

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian
kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan
pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan

negara atau perekonomian negara
meringankan.

hanya merupakan salah satu faktor yang

Pasal 5
UU 31/1999 UU 20/2001
Cukup jelas Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara
negara"  dalam Pasal ini adalah
penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme. Pengertian '"penyelenggara

21 Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan
melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam
peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa
keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 78 bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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negara" tersebut berlaku pula untuk
pasal-pasal berikutnya dalam Undang-
undang ini.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
UU 31/1999 UU 20/2001
Dalam ketentuan ini, frasa "Angkatan Laut | Cukup jelas
atau Angkatan Darat" yang dimuat dalam
Pasal 388 KUHP harus dibaca "Tentara
Nasional Indonesia".
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
UU 31/1999 UU 20/2001
Cukup jelas Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d

Yang dimaksud dengan "advokat" adalah
orang yang berprofesi memberi jasa
hukum baik di dalam maupun di luar
pengadilan yang memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Huruf e
Cukup jelas
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Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf |
Cukup jelas

Angka 3

Pasal 12 A

Cukup jelas

Pasal 12 B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas,
yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-
cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri
maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik
atau tanpa sarana elektronik.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12 C
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan "ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini"
adalah baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Pasal 15
Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan
dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari
ancaman pidananya.

Pasal 16
Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi
yang bersifat tradisional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk
transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat
dicegah secara optimal dan efektif. Yang dimaksud dengan "bantuan,
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kesempatan, sarana, atau keterangan" dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) huruf a
Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas

huruf ¢
Yang dimaksud dengan "penutupan seluruh atau sebagian perusahaan"
adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara
waktu sesuai dengan putusan pengadilan.

huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim setelah eksekusi, maka
negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai
hasil lelang atas barang tersebut.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan '"pengurus" adalah organ korporasi yang
menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan
anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki
kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat
dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
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Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh Undang-undang ditentukan
untuk didahulukan maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut
diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan.

Pasal 26
Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan
penyadapan (wiretaping)

Angka 4

Pasal 26 A

Huruf a
Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan
dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once
Read Many (WORM). Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan
itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic
data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili.

Huruf b
Cukup jelas

Pasal 27
Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya", antara
lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal,
perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan
keuangan yang : a. bersifat lintas sektoral; b. dilakukan dengan menggunakan
teknologi canggih; atau c. dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus
sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, kolusi, dan Nepotisme.
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Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan
penuntutan, pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap
memperhatikan koordinasi lintas sektoral dengan Instansi terkait.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan'rekening simpanan" adalah dana yang
dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian
penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito,
tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk
penitipan (custodian) dan penyimpanan barang atau surat berharga
(safedeposit box). Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk
bunga, deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari
simpanan tersebut.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 30
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberika kewenangan kepada penyidik
dalam rangka mempercepat proses penyidikan yang pada dasarnya di dalam Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa atau menyita
surat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pelapor" dalam ketentuan ini adalah orang yang
memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu
tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'secara nyata telah ada kerugian keuangan
negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya
berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik
yang ditunjuk.

Ayat (2)

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG | 33
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



Yang dimaksud dengan '"putusan bebas" adalah putusan pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "ahli waris" dalam Pasal ini adalah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "petugas agama" dalam Pasal ini adalah hanya petugas
agama Katholik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yang dipercayakan untuk

menyimpan rahasia.

Angka 5
Pasal 37
UU 31/1999 UU 20/2001
Ketentuan ini merupakan suatu | Ayat (1)
penyimpangan dari ketentuan Kitab | Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang | atas penerapan pembuktian terbalik
menentukan bahwa jaksa yang wajib | terhadap terdakwa. Terdakwa tetap

membuktikan dilakukannya tindak pidana,
bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini
terdakwa dapat membuktikan bahwa ia
tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Apabila terdakwa dapat membuktikan hal
tersebut tidak berarti ia tidak terbukti
melakukan korupsi, sebab penuntut umum
masih  tetap  berkewajiban untuk
membuktikan dakwaannya. Ketentuan
pasal ini merupakan pembuktian terbalik
yang terbatas, karena jaksa masih tetap
wajib membuktikan dakwaannya.

memerlukan perlindungan hukum yang
berimbang atas pelanggaran hak-hak yang
mendasar yang berkaitan dengan asas
praduga tak bersalah (presumption of
innocence) dan menyalahkan diri sendiri
(non self-incrimination).

Ayat (2) Ketentuan ini tidak menganut
sistem pembuktian secara negatif menurut
undang-undang (negatief wettelijk).

Pasal 37 A
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekayaan
negara sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa

dan diputus oleh hakim.
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "putusan" yang diumumkan atau diberitahukan
adalah petikan surat putusan pengadilan

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Ketentuan dalam ayat ini, dimaksudkan pula untuk menyelamatkan
kekayaan negara.

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi pihak ketiga yang
beritikad baik. Batasan waktu 30 (tiga puluh) hari dimaksudkan untuk
menjamin dilaksanakannya eksekusi terhadap barang-barang yang
memang berasal dari tindak pidana korupsi.

Angka 6
Pasal 38 A
Cukup jelas

Pasal 38 B

Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada
perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana
korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai
dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok. Pertimbangan
apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara
diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemanusiaan dan jaminan
hidup bagi terdakwa. Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya
terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan
pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Pasal 38 C

Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan
masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta
benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta
benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan
hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan
perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang
diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan
tersebut didasarkan pada Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah
berlakunya Undang-undang tersebut. Untuk melakukan gugatan tersebut negara
dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Pasal 39
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Yang dimaksud dengan "mengkoordinasikan" adalah kewenangan Jaksa Agung
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ayat (2)
Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf ¢ Cukup jelas Huruf d Cukup
jelas Huruf e Perlindungan hukum terhadap pelapor dimaksudkan untuk
memberikan rasa aman bagi pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam mengungkap tindak
pidana korupsi dengan disertai bukti-bukti, diberikan penghargaan baik
berupa piagam maupun premi.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal Il
Cukup jelas
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UU 31/1999

UU 20/2001

TAMBAHAN

LEMBARAN

NEGARA

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3874

TAMBAHAN

LEMBARAN

NEGARA

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4150
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LAMPIRAN
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI

I. Bahwa dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, MK memberikan pertimbangan
hukum terhadap pengujian:
1. Pasal 2 ayat (1)

Penjelasan Pasal 2 ayat (1)

Pasal 3

Penjelasan Pasal 3

Pasal 15

(O, I VYN

Menimbang bahwa dengan memperhatikan seluruh argumen yang disampaikan oleh
semua pihak sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1)
UU PTPK, maka persoalan pokok yang harus dijawab adalah: 1. Apakah pengertian
kata ”dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang pengertiannya dijelaskan dalam
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa dengan penambahan kata “dapat” tersebut
menjadikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) a quo menjadi rumusan delik
formil; 2. Apakah dengan pengertian sebagaimana dijelaskan pada butir 1 tersebut di
atas, frasa ”dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, yang
diartikan baik kerugian yang nyata (actual loss) maupun hanya yang bersifat potensial
atau berupa kemungkinan kerugian (potential loss), merupakan unsur yang tidak perlu
dibuktikan atau harus dibuktikan; Menimbang bahwa kedua pertanyaan tersebut akan
dijawab dengan pemahaman bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
UU PTPK menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, bukan saja
karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
secara nyata”, akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai
kemungkinan atau potential loss, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi,
sudah dapat diajukan ke depan pengadilan. Kata “dapat” tersebut harus dinilai
pengertiannya menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, yang menyatakan
bahwa kata dapat” tersebut sebelum frasa ”merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara”, menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut 71 merupakan
delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur
perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Karena itu Mahkamah
dapat menerima penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang menyangkut kata ”dapat”
sebelum frasa ”merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak
pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara
tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan
keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat
dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti
tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas
akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu
mempermudah beban pembuktian tersebut. Dalam hal tidak dapat diajukan bukti
akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian
rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut
dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri
atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (wederrechtelijk)
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telah terbukti. Karena, tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang a quo
sebagai delik formil. Dengan demikian, kategori tindak pidana korupsi digolongkan
sebagai delik formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan
sebagai delik materil, yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian yang
timbul tersebut harus telah terjadi. Kata “dapat” sebelum frasa merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara”, dapat dilihat dalam arti yang sama
dengan kata “dapat” yang mendahului frasa “membahayakan keamanan orang atau
barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”, sebagaimana termuat
dalam Pasal 387 KUHP. Delik demikian dipandang terbukti, kalau unsur perbuatan
pidana tersebut telah terpenuhi, dan akibat yang dapat terjadi dari perbuatan yang
dilarang dan diancam pidana tersebut, tidak perlu harus telah nyata terjadi;

Menimbang bahwa menurut Mahkamah hal demikian tidaklah menimbulkan
ketidakpastian hukum (onrechtszekerheid) yang bertentangan dengan konstitusi
sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Karena, keberadaan kata ”dapat” sama sekali
tidak menentukan faktor ada atau tidaknya ketidakpastian hukum yang 72
menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya orang
yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana; Menimbang
bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak
seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara”
tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara
atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat
dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua
hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang ”belum nyata terjadi”,
tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa
yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara
akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar
peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi
atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara,
perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang
dengan kerugian. Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan
bahwa kata ”dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara”, kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya
kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata
terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur
kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai
perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh
seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa
kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam
penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa
pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang
meringankan. Oleh karenanya persoalan kata ”dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK,
lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum,
dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma; Menimbang dengan demikian
Mahkamah berpendapat bahwa frasa dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara”, tidaklah bertentangan dengan hak atas kepastian hukum
yang adil sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang
ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah di atas (conditionally constitutional);

Menimbang bahwa oleh karena kata ’dapat” sebagaimana uraian pertimbangan yang
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dikemukakan di atas, tidak dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dan justru
diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi, maka permohonan
Pemohon tentang hal itu tidak beralasan dan tidak dapat dikabulkan; Menimbang
pula bahwa dengan disahkan atau diratifikasinya UN Convention Against Corruption
dengan UU Nomor 7 Tahun 2006, dalam konvensi mana kerugian negara tidak mutlak
merupakan unsur tindak pidana korupsi (it shall not be necessary), tetapi harus
melibatkan public official, maka Mahkamah berpendapat unsur ”’barang siapa’ dalam
Pasal 2 ayat (1) tersebut harus juga ditafsirkan dalam kaitan dengan perbuatan public
official. Indonesia, sebagai negara pihak, sebaiknya segera menyesuaikan dengan
cara melakukan perubahan atas UU PTPK yang didasarkan atas kajian konseptual dan
komprehensif dalam satu kesatuan sistem hukum berdasarkan UUD 1945;

Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu mendapat perhatian dan
dipertimbangkan secara mendalam adalah kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat
(1) UU PTPK, yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon sebagaimana tertulis
dalam petitum permohonannya meskipun Pemohon tidak memfokuskan
argumentasinya secara khusus terhadap bagian tersebut. Pasal 2 ayat (1) tersebut
memperluas kategori unsur “melawan hukum”, dalam hukum pidana, tidak lagi
hanya sebagai formele wederrechtelijkheid melainkan juga dalam arti materiele
wederrechtelijkheid. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) kalimat bagian pertama tersebut
berbunyi, “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum’ dalam pasal ini
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil,
yakni  meskipun perbuatan tersebut tidak diatur ~dalam peraturan
perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena
tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam
masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Menimbang bahwa dengan bunyi penjelasan yang demikian, maka meskipun
perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formil,
yaitu dalam pengertian yang bersifat onwetmatig, namun apabila menurut ukuran
yang dianut dalam masyarakat, yaitu norma-norma sosial yang memandang satu 74
perbuatan sebagai perbuatan tercela menurut norma sosial tersebut, di mana
perbuatan tersebut dipandang telah melanggar kepatutan, kehati-hatian dan
keharusan yang dianut dalam hubungan orang-perorang dalam masyarakat maka
dipandang bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum
(wederrechtelijk). Ukuran yang dipergunakan dalam hal ini adalah hukum atau
peraturan tidak tertulis. Rasa keadilan (rechtsgevoel), norma kesusilaan atau etik, dan
norma-norma moral yang berlaku di masyarakat telah cukup untuk menjadi kriteria
satu perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, meskipun
hanya dilihat secara materiil. Penjelasan dari pembuat undang-undang ini
sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan
hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya
ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk
menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan yang demikian telah
menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang
dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai jurisprudensi mengenai
perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), seolah-olah telah diterima menjadi
satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (wederrechtelijkheid). Oleh karena
itu, apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang
diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan
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mengakibatkan bahwa apa yang di satu daerah merupakan perbuatan yang melawan
hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah dalam
Putusan Nomor 005/PUU-IlI/2005 telah pula menguraikan bahwa sesuai dengan
kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan yang baik,
yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan
substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru,
apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang
dijelaskan. Kebiasaan ini ternyata telah pula dikuatkan dalam Butir E Lampiran yang
tak terpisahkan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain menentukan:

a. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan
perundangundangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena
itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang
diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana
untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan
terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;

b.  Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat
peraturan lebih lanjut;

C. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan
terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat

persoalan konstitusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU

PTPK sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai

berikut:

1. Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara
untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana
dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat
dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan
kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu
peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih dahulu
ada; 2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur
melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang
merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas
dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai
dengan prinsip nullum crimen sine lege stricta; 3. Konsep melawan hukum yang
secara formil tertulis (formele wederrechtelijk), yang mewajibkan pembuat
undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (vide Jan
Remmelink, Hukum Pidana, 2003:358) merupakan syarat untuk menjamin
kepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga dengan istilah
Bestimmheitsgebot;
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[I. Bahwa dalam Putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016, MK memberikan pertimbangan hukum
terhadap pengujian Pasal 15

[3.10] Menimbang bahwa pemufakatan jahat bukan tindak pidana yang berdiri sendiri akan
tetapi bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindak pidana, perbuatan tindak
pidana, untuk membuat kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tertentu yang
secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Harus jelas tindak pidana yang mana
yang akan dilakukan. Dalam tindak pidana pemufakatan jahat harus ada meetings of
minds atau mens rea (guilty mind) karena pemufakatan jahat tersebut merupakan
kejahatan conspiracy sehingga harus ada persamaan kehendak atau niat diantara orang-
orang yang melakukan conspiracy pemufakatan jahat tersebut. Terhadap meetings of
mind diperlukan adanya perbuatan, baik kelakuan, atau penimbulan akibat yang dilarang
oleh Undang- Undang. Pemufakatan jahat merupakan perbuatan (actus reus) yang
membutuhkan  kesalahan atas perbuatan yang dilarang sehingga dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan Pasal 15 UU Tipikor, tindak pidana korupsi pemufakatan jahat dapat
dihukum asalkan ada tindak pidana pokoknya seperti yang tercantum dalam Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, bahkan hukumannya disamakan dengan
hukuman dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Bahwa UU Tipikor Pasal
15 mengaitkan keberadaan Pasal 15 dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal
14;

Pasal 2 UU Tipikor menegaskan tentang setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap
orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara. Dengan demikian apabila tidak ada kerugian negara atau
perekonomian negara maka pasal ini tidak merupakan delik;

Pasal 3 UU Tipikor merumuskan tentang setiap orang yang bertujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 UU Tipikor ini
menegaskan bahwa suatu kejahatan itu baru nyata adalah apabila ada kerugian negara
yang dilakukan karena jabatan atau kedudukan sehingga apabila siapapun pelaku tidak
memiliki jabatan atau kedudukan maka Pasal 3 ini tentu tidak bisa dijadikan sebuah delik
sehingga pasal a quo merupakan delik kualitatif;

Demikian pula dengan Pasal 7 UU Tipikor mensyaratkan deliknya pada Pasal 387 dan
Pasal 388 KUHP. Pasal 387 KUHP adalah tentang tindak pidana yang dilakukan kepada
setiap orang memiliki keahlian dalam bidang bangunan yang bekerja sebagai pemborong
bangunan. Pasal 388 KUHP adalah tindak pidana yang dilakukan oleh balatentara darat
atau laut akibat adanya suatu perbuatan penipuan yang mendatangkan bahaya bagi
keamanan negara dalam keadaan perang, sehingga kedua pasal inipun mengaitkan
dengan kualitas seseorang dalam melakukan tindak pidana;

Pasal 8 UU Tipikor mengaitkan suatu tindak pidana dengan Pasal 415 KUHP yakni tindak
pidana yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang menggelapkan keuangan
negara atau surat berharga yang digelapkan dalam melaksanakan jabatannya sehingga
pasal ini juga mensyaratkan pelakunya adalah harus seorang pegawai negeri sehingga
pasal a quo merupakan delik kualitatif;

Kemudian Pasal 9 UU Tipikor mengaitkan dengan Pasal 416 KUHP yakni tentang seorang
pegawai negeri yang membuat atau memalsukan daftar atau buku-buku untuk
pemeriksaan administrasi, dengan demikian pasal a quo juga mensyaratkan pada
keberadaan seorang pegawai negeri sehingga delik tersebut juga merupakan delik
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kualitatif;

Pasal 10 UU Tipikor juga mengaitkan delik dengan Pasal 417 KUHP yakni pegawai negeri
yang melakukan tindak pidana menggelapkan, merusak atau membinasakan surat-surat
atau barang yang akan dijadikan sebagai barang bukti, sehingga delik tersebut juga
merupakan delik kualitatif;

Pasal 11 UU Tipikor berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan dalam Pasal 418
KUHP yakni pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan
kekuasaannya, sehingga delik tersebut juga merupakan delik kualitatif;

Pasal 12 UU Tipikor berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan dalam Pasal 419,
Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 KUHP yakni tentang yang menerima
hadiah, perjanjian untuk membujuk agar kekuasaan dalam jabatannya untuk melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu apa yang berlawan dengan kewajibannya,
sehingga delik tersebut juga merupakan delik kualitatif;

Pasal 13 UU Tipikor berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang
yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan
atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi
hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, sehingga delik
tersebut juga merupakan delik kualitatif;

Pasal 14 UU Tipikor berkenaan dengan setiap orang yang melanggar ketentuan undang-
undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelangaran terhadap ketentuan undang-
undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam
undang-undang ini;

Dengan demikian semua ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14
UU Tipikor adalah merupakan tindak pidana kualitatif yang memerlukan kualitas
seseorang baik sebagai pegawai negeri atau pejabat negara untuk memenuhi unsur-
unsur delik;

[3.11] Menimbang bahwa dalam tindak pidana pemukatan jahat para pihak harus sepakat untuk
melakukan tindak pidana, harus mewujudkan rencana pemufakatan jahat tersebut baik
untuk sebahagian saja ataupun secara keseluruhan, harus ada kerugian negara, dan harus
ada unsur memperkaya diri sendiri dan atau orang lain ataupun korporasi. Apabila tidak
demikian maka sama dengan mempidana kehendak atau niat tanpa perbuatan;

Ahli Prof. H.AS. Natabaya, S.H.,LL.M. berpendapat bahwa “Doktrin yang ditetapkan oleh
Lord Mansfield dalam Rex v.Scofield, terdiri dari semua prinsip- prinsip yaitu, bahwa
tindakan terletak di niat dan niat saja tidak dapat dihukum; akan tetapi ketika suatu
tindakan dilakukan, maka hakim tidak hanya menghukum karena ada tindakan dilakukan
tetapi karena adanya niat yang dilakukan dengan melanggar hukum dan niat itu
berbahaya ... dst

Pemufakatan jahat menunjuk kepada kesepakatan yang merupakan perbuatan persiapan
(voorbereidings-handeling) yang harus ditegaskan oleh orang-orang yang bersepakat atau
setidak-tidaknya terdapat perbuatan lanjutan yang belum masuk pada permulaan
pelaksanaan sebagai wujud dari adanya kesepakatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk
membedakan bahwa pemufakatan jahat adalah perbuatan bukan semata-mata pikiran.
Aspek subjektif dan aspek objektif dari pemufakatan jahat merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan;

Kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan suatu kesengajaan dan
bukan oleh karena perangkap salah satu pihak, jika kesepakatan tersebut atas perangkap
maka kesepakatan jahat tersebut menjadi gugur sebab tidak didasarkan pada kehendak
conspiracy secara bersama-sama;

Dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis delik antara lain dikenal dengan delik
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persiapan (voorbereiding delict), delik percobaan (poging delict), delik selesai (aflopende
delict), dan delik berlanjut (voortdurende delict);

[3.12] Menimbang bahwa ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H berpendapat bahwa dalam Undang-
Undang 31 Tahun 1999 khususnya Pasal 15 juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 terhadap perbuatan pemerasan dalam jabatan haruslah memenuhi unsur-
unsur antara lain adanya dua orang atau lebih yang sepakat melakukan suatu tindak
pidana korupsi, Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara artinya orang
perseorang yang memenuhi kualifikasi dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran
dengan potongan agar seseorang melakukan sesuatu diluar kehendak dirinya. Pasal 15
juncto Pasal 12 huruf e UU 31/1999 juncto UU 20/2001 hanya dapat diterapkan terhadap
kesepakan antara dua orang atau lebih memiliki kualitas khusus sebagai Pegawai Negeri
atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2.
Pemufakatan jahat (samenspanning) merupakan salah satu bentuk perluasan berlakunya
ketentuan Undang-Undang tentang suatu tindak pidana seperti penyertaan
(deelneming), pembantuan (medeplichtige), percobaan (poging);

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 15 UU Tipikor yang menentukan bahwa setiap orang yang
melakukan percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi
dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal
14. Rumusan ini adalah rumusan yang menggambarkan adanya kriminalisasi yang tidak
sempurna (uncompleted criminalization) karena hanya memuat sanksi pidana saja, itu pun
sanksi pidana yang dirujuk ke dalam pasal-pasal yang lain yaitu sanksi pidana yang ada di
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Sementara berkenaan dengan
strafbaar-nya atau perbuatan yang dilarangnya, pembentuk Undang-Undang hanya
menyebutkan istilah-istilah yang berhubungan dengan istilah percobaan, pembantuan,
atau pemufakatan jahat atau persekongkolan. Istilah-istilah ini belum menggambarkan
adanya strafbaar. Istilah ini hanya merupakan istilah tentang persoalan-persoalan atau
konsep-konsep dalam hukum pidana. Padahal Pasal 15 UU Tipikor adalah rumusan delik
karena ada unsur subjek setiap orang yang ada unsur strafbaar (perbuatan yang
dilarang), unsur strafmaat dan strafsoort-nya, jumlah dan jenis sanksinya akan tetapi
pembentuk Undang-Undang tidak memberikan penjelasan, tidak memberikan unsur,
tidak memberikan uraian tentang apa yang dimaksud dengan percobaan, perbantuan,
dan pemufakatan jahat.

[3.14] Menimbang bahwa dalam buku kedua KUHP delik-delik yang dapat dipidana atau
perbuatan yang juga dinyatakan dapat dipidana sekalipun baru dalam tahap
pemufakatan jahat, hanyalah delik Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108. Kalau
ditelaah lebih mendalam bahwa delik-delik tersebut dalam tindak pidana tidak
memerlukan kualitas. Sementara, delik-delik korupsi, terutama yang ada di dalam Pasal 3,
Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor semuanya membutuhkan kualitas tertentu
untuk melakukannya yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi, hanya
pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pejabat yang bisa melakukan itu, yang
lainnya tidak memenuhi kualitas. Oleh karenanya delik-delik ini adalah delik-delik yang
berbeda. Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor seharusnya tidak dijadikan sebagai
suatu delik yang dapat dilakukan dalam bentuk pemufakatan jahat akan tetapi
merupakan delik yang telah selesai dilaksanakan.

Ahli Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M. Hum, mengatakan bahwa salah satu prinsip yang
paling mendasar dalam hukum pidana ini adalah asas legalitas, yang mana menurut
pendapat Machteld Boot yang mengutip Weigend, Jesheck, mengatakan, “Di dalam asas
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[3.15]

legalitas itu terkandung empat makna. Yang pertama adalah nullum crimen nulla poena
sine lege praevia (tidak ada perbuatan pidana tanpa Undang-Undang sebelumnya),
Nullum crimen nulla poena sine lege scripta (tidak ada pidana tanpa Undang-Undang
tertulis), Nullum crimen nulla poena sine lege certa (tidak ada perbuatan pidana tanpa
Undang-Undang yang jelas) dan yang terakhir adalah Nullum crimen nulla poena sine lege
stricta (tidak ada pidana tanpa Undang-Undang yang ketat). Terkait dengan pasal a quo
yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji, ahli berpendapat bahwa
pasal tersebut khususnya tentang “pemufakatan jahat“ tidak menganut atau tidak
mengandung prinsip lex certa atau Nullum crimen nulla poena sine lege certa,
sebagaimana yang terkandung di dalam asas legalitas.

Pemufakatan jahat merupakan tindakan awal berupa kesepakatan untuk melakukan
suatu kejahatan. Sehingga merupakan delik yang tidak sempurna sebagai bentuk
perluasan dapat dipidananya perbuatan. Pada dasarnya kesepakatan untuk melakukan
suatu kejahatan tidaklah dapat dipidana karena baru sebatas mengungkapkan apa yang
ada dalam pemikiran atau benak para pelaku. Apa yang ada dalam pemikiran tidaklah
dapat dipidana berdasarkan adagium cogitationis poenam nemo patitur (seseorang tidak
dapat dihukum hanya karena apa yang ada dalam pemikirannya). Akan tetapi terhadap
kejahatan-kejahatan tertentu untuk mencegah dampak atau akibat yang muncul dari
kejahatan tersebut sampai pada tahap permulaan pelaksanaan. Pada tahap perbuatan
persiapan saja pembentuk Undang-Undang memandang perlu untuk menjatuhkan
pidana. Kendatipun demikian kejahatan-kejahatan yang dapat dipidana hanya karena
pemufakatan jahat haruslah disebut secara tegas. Oleh karena itu, dapatlah dipahami
ketentuan pemufakatan jahat yang terdapat dalam Pasal 88 KUHP hanya dapat
diterapkan khusus kepada Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 tentang makar
sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 110 KUHP. Lalu bandingkan dengan pasal a
quo yang diuji ini hanya menyebutkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi padahal diantara pasal-pasal
tersebut memiliki sifat dan karakter yang berbeda;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya delicta communia dan delicta
propria. Delicta communia adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapapun. Sedangkan
delicta propria adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi
tertentu. Baik delicta communia maupun delicta propria pada hakikatnya adalah
mengenai subjek hukum yang dapat dipidana berdasarkan suatu rumusan delik.

Dalam kaitannya dengan pemufakatan jahat dan bila dihubungkan dengan pembagian
delik antara delicta communia dan delicta propria, maka pemufakatan jahat hanya dapat
terjadi antara dua orang atau lebih yang memiliki kualifikasi yang ditentukan oleh UU.
Padahal ketentuan pasal a quo yang sedang diuji tidak membedakan secara tegas antara
pemufakatan jahat terhadap delicta communia dan delicta propria. Tidaklah mungkin
terjadi pemufakatan jahat apabila antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki
kualitas yang sama bersepakat untuk melakukan kejahatan;

Berdasarkan hal itu maka frasa “pemufakatan jahat” untuk melakukan tindak pidana
korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal
3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor adalah rumusan delik yang tidak jelas dan
multitafsir karena tidak memuat bentuk perbuatan secara cermat. Apalagi ketentuan
Pasal 14 itu sama sekali bukan ketentuan pidana, tetapi untuk membatasi lex specialis
sistematis dalam tindak pidana korupsi.

Apabila meninjau berbagai tindak pidana keamanan negara dalam beberapa pasal
tersebut adalah delik umum yang tidak mensyaratkan kualitas dan kualifikasi tertentu
bagi subjek deliknya. Sehingga setiap orang dapat mewujudkan delik tersebut dan dapat
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pula diterapkan pemufakatan jahat dengan pengertian dua orang atau lebih yang
sepakat melakukan kejahatan. Namun, persoalannya menjadi berbeda manakala
pemufakatan jahat dengan penelitian tersebut diberlakukan terhadap delik-delik
kualitatif yang mensyaratkan kualitas tertentu, pejabat negara, atau pegawai negeri sipil
yang diatur dalam norma a quo.

Manakala definisi pemufakatan jahat tidak diubah, maka definisi pemufakatan jahat akan
digunakan untuk menjerat siapapun yang berbincang untuk melakukan delik kualitatif
meskipun orang-orang tersebut tidak mempunyai kapasitas tertentu yang ditentukan
oleh Undang-Undang sebab dalam perumusan delik pidana, maka perlu memenuhi syarat
yakni lex previa tidak berlaku surut, lex certa harus jelas, lex stricta harus tegas, dan lex
scripta harus tertulis, maka pembentukan delik pidana tersebut dimaksudkan untuk
menopang konsepsi negara hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (3)
UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berkenaan dengan kepastian dan keadilan
hukum;

Apabila prinsip lex certa tidak dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana dimaksud dalam
norma a quo, maka ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan UUD 1945. Apabila
konsep ini merujuk pada Pasal 88 KUHP adalah persoalan kaidah Undang-Undang yang
dapat melahirkan implikasi di kemudian hari. Kondisi normatif sebagaimana termaksud
dalam pasal a quo, maka pendapat ini tidak mengenai perbuatan karena sarana dan
tujuan yang dipilih tidak mungkin menyelesaikan kejahatan tetapi tentang perbuatan
yang tidak mungkin mewujudkan rumusan delik karena tidak adanya unsur esensial
dalam rumusan ini. Keadaan ini jelas merugikan bagi warga negara dikarenakan
perumusan norma yang demikian itu akan memperluas kewenangan penafsiran atas niat
jahat yang sesungguhnya, tidak semua subjek hukum memiliki kualitas untuk berbuat
jahat atau dasar kualitas kewenangan yang dimilikinya. Bahwa dengan demikian, kualitas
yang disyaratkan dalam delik kualitatif adalah kualitas-kualitas yang secara hukum
ditentukan dalam aturan pidana yang menyebabkan delik tersebut hanya dapat dilakukan
oleh orang tertentu saja. Kualitas-kualitas tertentu dapat berupa jabatan, kewenangan,
profesi, pekerjaan, ataupun keadaan tertentu yang ditentukan terhadap subjek tertentu;

Oleh karena itu, pemaknaan dan penafsiran kaidah norma pemufakatan jahat dalam
norma a quo bertujuan untuk menguatkan dua hal. Pertama, memberikan kepastian
hukum terhadap masyarakat melalui seleksi normatif atau siapa sajakah yang jadi subjek
yang dituju oleh norma hukum pidana dan mana yang tidak dituju oleh norma tersebut.
Kedua, mencegah terjadinya kesewenang- wenangan penegak hukum terhadap
masyarakat;

Pemahaman tentang hakikat pemufakatan jahat ini menjadi sangat penting sebab
berkaitan dengan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum
dan kenyamanan hidup dalam bernegara. Dengan demikian negara dalam penegakan
hukum harus mampu menegakkan prinsip due process of law and fair procedure bukan
semata-mata crime control model,

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka beralasan secara hukum permohonan
Pemohon untuk dikabulkan bahwa Pasal 15 UU Tipikor sebatas berkaitan dengan frasa
“pemufakatan jahat” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak ditafsirkan
“dikatakan ada pemufakatan jahat bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas
yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”;

Menimbang bahwa frasa “tindak pidana korupsi‘ dalam Pasal 15 UU Tipikor mencakup
seluruh tindak pidana korupsi mempunyai unsur delik yang berbeda-beda. Penggunaan
frasa “tindak pidana korupsi tidak dapat menjelaskan unsur delik dari Pasal 2, Pasal 3,
Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 karena frasa “tindak pidana korupsi hanyalah kata
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pengumpul dari berbagai delik yang diatur dalam UU Tipikor dengan demikian berpotensi
melangar asas lex certa, lex scripta, dan lex stricta yang dapat melanggar HAM. Untuk
mencegah pelanggaran tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “tindak pidana
korupsi“ harus ditafsirkan dengan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2, Pasal 3,
Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 sehingga dapat memberikan pedoman yang jelas dan
tegas tentang perbuatan yang dilarang (strafbaar) menurut Undang-Undang a quo.
Penafsiran di atas memenuhi alasan filosofis, teoritik dan praktis dalam merumuskan
tindak pidana dalam suatu aturan pidana. Secara filosofis, aturan pidana bertujuan untuk
memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang perbuatan-perbuatan
yang tidak boleh dilanggar yang harus dirumuskan secara jelas dan tegas sehingga tidak
menimbulkan penafsiran yang tidak benar sehingga bisa melindungi hak semua orang
yang terlibat dan dalam proses hukum dan menempatkannya dalam kedudukan yang
proporsional berdasarkan aturan hukum yang jelas. Setiap rumusan pidana paling tidak
mencakup tiga komponen yaitu: subjek delik (adressaat norm), perbuatan yang dilarang
(strafbaar) dan ancaman pidana (strafmaat);

Ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M. berpendapat bahwa “ketentuan Pasal 15 UU
Tipikor ini menyatukan dalam satu pasal ketentuan mengenai percobaan, pembantuan
dan permupakatan jahat, akan tetapi dalam penjelasan Pasal 15 ‘... aturan khusus karena
ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya
dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya’’. Bunyi Pasal 15 UU Tipikor dan
Penjelasan mengandung kontradiksi dengan Pasal 53 dan Pasal 56 KUHP, karena menurut
teks Pasal 15 setiap orang melakukan perbuatan percobaan, pembantuan, ada
pengurangan hukuman tanpa ada pengurangan dalam perbuatan pemufakatan jahat.
Meskipun asli dari ketentuan ini pengurangan hukuman hanya terjadi pada percobaan,
bahkan selanjutnya ahli berpendapat terjadi salah kaprah yang mencederai keadilan,
maka sepatutnya ketentuan Pasal 15 UU Tipikor ini dibatalkan, terutama karena
substansinya merupakan hal yang berbeda dan juga ancaman hukumannya yang juga
berbeda atas ketiga norma yang terkandung dalam pasal tersebut adalah norma yang
berbeda.

Menimbang bahwa subjek delik menunjuk kepada orang-orang yang melakukan tindak
pidana baik secara umum maupun yang mempunyai kualitas tertentu. Perbuatan yang
dilarang (strafbaar) menunjuk pada bentuk perbuatan yang dilarang yang dirumuskan
secara jelas, sedangkan ancaman pidana memuat tentang perbuatan yang diancam serta
jenis hukuman yang akan dijatuhkan sehingga Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan
Pasal 14 harus ditempatkan dalam bagian perbuatan yang dilarang bukan dalam bagian
ancaman pidana sehingga dalam praktik mengharuskan menyertakan “juncto” sebab
pemufakatan jahat bukanlah delik yang berdiri sendiri.
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[lI. Bahwa dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, MK memberikan pertimbangan
hukum terhadap pengujian:
1. Pasal 2 ayat (1)
2. Pasal 3

[3.10.1] Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah dimohonkan pengujian dan telah

diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, bertanggal 25 Juli 2006,
sehingga dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 60 UU MK, yaitu bahwa terhadap materi
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat
dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang
dijadikan dasar pengujian berbeda. Untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu
apakah permohonan a quo ne bis in idem ataukah tidak.
Bahwa dasar pengujian yang digunakan permohonan Nomor 003/PUU- 1V/2006 adalah
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan dalam permohonan a quo menggunakan juga
Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5)
UUD 1945, sehingga terdapat perbedaan dasar pengujian konstitusionalitas dengan
permohonan Nomor 003/PUU-IV/2006. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta
dikaitkan dengan Pasal 60 ayat (2) UU MK, Mahkamah menilai permohonan a quo tidak
ne bis in idem sehingga selanjutnya Mahkamah memeriksa pokok permohonan a quo.

[3.10.2] Bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana disebutkan
di atas pernah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, bertanggal
25 Juli 2006, dengan menyatakan tidak bertentangan dengan hak atas kepastian hukum
yang adil sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang
ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah (conditionally constitutional), yakni bahwa
unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai
perkiraan atau meskipun belum terjadi.

[3.10.3] Bahwa setelah Putusan Mahkamah Nomor 003/PUU-IV/2006, pembentuk Undang-Undang
mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) yang di dalamnya memuat ketentuan
antara lain; Pasal 20 ayat (4) mengenai pengembalian kerugian negara akibat kesalahan
administratif yang terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat
pemerintahan; Pasal 21 mengenai kompetensi absolut peradilan tata usaha negara untuk
memeriksa ada atau tidak adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan
oleh pejabat pemerintahan; Pasal 70 ayat (3) mengenai pengembalian uang ke kas
negara karena keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan
tidak sah; dan Pasal 80 ayat (4) mengenai pemberian sanksi administratif berat kepada
pejabat pemerintahan karena melanggar ketentuan yang menimbulkan kerugian negara.
Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dengan adanya UU
Administrasi Pemerintahan, kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian
negara dan adanya unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan tidak
selalu dikenai tindak pidana korupsi. Demikian juga dengan penyelesaiannya yang tidak
selalu dengan cara menerapkan hukum pidana, bahkan dapat dikatakan dalam
penyelesaian kerugian negara, UU Administrasi Pemerintahan tampaknya ingin
menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimum
remedium);

[3.10.4] Bahwa dengan keberadaan UU Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan kata “dapat”
dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU Tipikor menurut Mahkamah menyebabkan
terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam
tindak pidana korupsi. Selama ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 003/PUU-
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IV/2006 pemahaman kata ‘“dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor
menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan bukan saja karena
perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara
nyata’” akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan
atau potential loss, jika unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat
diajukan ke depan pengadilan. Dalam perkembangannya dengan lahirnya UU
Administrasi Pemerintahan maka kerugian negara karena kesalahan administratif bukan
merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana
korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam
hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan
sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian negara (kecuali
untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi atau pemerasan), pelaku diuntungkan
secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan
tindakan tercela. Dengan demikian bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU
Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan
menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Dengan perkataan lain
kerugian negara merupakan implikasi dari: 1) adanya perbuatan melawan hukum yang
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan 2) penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 UU Tipikor. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah unsur merugikan
keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus
dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan
dalam tindak pidana korupsi;

[3.10.5] Bahwa pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor membuat
delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Hal itu menurut Mahkamah dalam
praktik seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga
merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi atau
pelaksanaan asas freies Ermessen yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan
landasan hukumnya, sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya
penyalahgunaan wewenang. Demikian juga terhadap kebijakan yang terkait dengan
bisnis namun dipandang dapat merugikan keuangan negara maka dengan pemahaman
kedua pasal tersebut sebagai delik formil seringkali dikenakan tindak pidana korupsi.
Kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu
kebijakan atau khawatir kebijakan yang diambil akan dikenakan tindak pidana korupsi,
sehingga di antaranya akan berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan negara,
rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya pertumbuhan investasi.
Kriminalisasi kebijakan terjadi karena terdapat perbedaan pemaknaan kata ‘““dapat”
dalam unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh aparat
penegak hukum, sehingga seringkali menimbulkan persoalan mulai dari perhitungan
jumlah kerugian negara yang sesungguhnya sampai kepada lembaga manakah yang
berwenang menghitung kerugian negara. Oleh karena dipraktikkan secara berbeda-beda
menurut Mahkamah pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU
Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan
jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu,
menurut Mahkamah kata ‘“dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juga
bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip
hukum harus tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (lex stricta), dan
tidak multitafsir (lex certa), oleh karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum
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sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

[3.10.6] Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi actual loss

[3.10.7]

menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian
dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional,
seperti dengan UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf
[3.10.2] dan paragraf [3.10.3] di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan
Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Against Corruption, 2003)
yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 1
angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK mendefiniskan,
“Kerugian negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.
Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi
kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan
merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-
benar nyata atau aktual. Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan kalimat
“secara nyata telah ada kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU
Tipikor sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasannya yang menyatakan sebagai kerugian
yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang
atau akuntan publik yang ditunjuk. Selain itu, agar tidak menyimpang dari semangat
Konvensi PBB Anti Korupsi maka ketika memasukkan unsur kerugian negara dalam delik
korupsi, kerugian negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata. Hal ini
dikarenakan delik korupsi yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telah diuraikan
secara jelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh,
penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor
swasta, penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan,
menyembunyikan adanya kejahatan korupsi, dan menghalang-halangi proses peradilan.
Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan memperhatikan
perkembangan pengaturan dan penerapan unsur merugikan keuangan negara
sebagaimana diuraikan di atas, terdapat alasan yang mendasar bagi Mahkamah untuk
mengubah penilaian konstitusionalitas dalam putusan sebelumnya, karena penilaian
sebelumnya telah nyata secara berulang-ulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum
dan ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian kata “dapat” dalam
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 seperti yang
didalilkan oleh para Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.10.8] Bahwa frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU

Tipikor menurut Mahkamah berbeda dengan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal
3 UU Tipikor karena merupakan rumusan yang bersifat alternatif dalam rangka untuk
menjangkau juga modus tindak pidana dalam hal hasil korupsi misalnya disembunyikan
kepada orang lain atau suatu korporasi. Oleh karena itu, walaupun pelaku tidak
memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri namun apabila melakukan
perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan
keuangan negara dan dalam hal ini orang lain atau suatu korporasi diuntungkan atau
bertambah kekayaannya, dikenai tindak pidana korupsi. Terkait hal ini Mahkamah perlu
menegaskan bahwa terlepas dari pada penggunaan hasil korupsi untuk kepentingan
pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi nyatanya korupsi tidak
hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak
sosial dan ekonomi masyarakat secara luas serta dampak dari besaran nilai kerugian
negara yang sangat berpengaruh terhadap terganggunya pembangunan dan
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[3.11]

perekonomian negara/daerah, oleh karenanya setiap tindak pidana korupsi digolongkan
sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa atau biasa
disebut sebagai perbuatan yang bersifat extra ordinary crime. Berdasarkan hal tersebut,
dalil para Pemohon terhadap frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2
ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut
Mahkamah dalil-dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
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